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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. 

Hal ini didasari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan 

sesamanya. Interaksi atau komunikasi antar individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok pasti akan selalu dilakukan 

setiap hari. Seperti rantai manusia satu dengan yang lainnya terhubung melalui 

rantai yang dinamakan komunikasi. Dari komunikasi orang tahu sesutu informasi, 

makin banyak orang tahu sesuatu maka dia semakin dianggap memiliki informasi, 

dan kalau dia menguasai informasi maka dia menguasai dunia (Liliweri, 2010-59). 

Tidak terlewatkan juga partai politik. Partai politik juga memiliki suatu 

fungsi ini. Menurut Leo Agustino (Liliweri, 2010-56) setiap partai memiliki 

fungsi komunikasi politik. Lewat komunikasi yang terjalin ini diharapkan partai 

mampu menjangkau semua simpatisan atau yang masih buta politik agar tidak 

hanyu dalam gelombang apatis politik yang semakin besar. Namun, yang terjadi 

malah sebaliknya banyak sekali partai politik di negeri ini, negeri yang berjuluk 

Zamrud khatulistiwa, melakukan komunikasi yang baik dan benar serta efisien. 

Banyak partai politik memainkan cara pintas dalam melakukan komunikasi politik 

ini. Banyak diantara cara yang dipilih adalah politik pragmantis. Yaitu cara-cara 

yang dianggap cepat seperti uang, sembako, dll saat kampanye menjelang 

pemilihan,atau juga komunikasi yang menjatuhkan lawan demi meraih simpati 
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publik. Padahal hal itu mampu menimbulkan pencabulan politik bagi audience 

atau massa yang mengikuti kampanye (Liliweri, 2010-73). 

Komunikasi Politik yang dilakukan oleh suatu parpol sangat berguna 

bagi kemenangan parpol itu sendiri. Mengingat salah satu elemen dari komunikasi 

adalah menunjukkan identitas diri, maka komunikasi yang benar akan 

mengenalkan kepada orang lain identitas diri dalam hal ini adalah identitas partai 

politik kepada massa yang hadir. Dari identitas itu partai politik dapat membuat 

simpati dari rakyat yang berujung kemenangan (Nimmo, 2006-109). 

Tahun 2019 akan menjadi babak baru bagi Indonesia dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum (PEMILU). Lebih dari 187 juta pemilih baik 

di dalam negeri atau luar negeri untuk pertama kalinya akan memilih secara 

serentak calon anggota legislatif (PILEG) dan capres-cawapres (PILPRES). 

Dengan adanya keserentakan, Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan 

dengan Pemilu tahun 2014. Mulai dari penyelenggaraan, jumlah parpol peserta 

pemilu, hingga metode penghitungan suara parpol. Perbedaan itu ditandakan 

dengan digabungkannya UU Pileg, UU Pilpres, dan UU Penyelenggaraan Pemilu 

menjadi hanya UU Pemilu. 

Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yakni 

keserentakan. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. 

Saat itu, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014, sedangkan Pilpres 

diselenggarakan 3 bulan setelahnya atau pada 9 Juli 2014. Pada Pemilu tahun 

2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada Rabu, 
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17 April 2019. Pemilu secara serentak ini dampak dari putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 

Januari 2014. MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 

14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres yang mengatur 

pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak. 

(kumparan.com, 2018). 

Dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, para pemilih harus 

membawa 5 surat suara sekaligus ke bilik suara untuk dicoblos. Lima surat suara 

itu untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat 

provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.  

Jumlah partai politik (parpol) yang berlaga di Pemilu 2019 dibandingkan 

Pemilu 2014 juga berbeda. Pada Pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol 

nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional itu yakni Partai 

NasDem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, 

Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Adapun, 3 parpol lokal 

Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. 

Sedangkan pada Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional ditambah 4 

partai politik lokal di Aceh. Tambahan 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan 

parpol baru yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia 

(PSI), dan Partai Perindo. Sementara itu parpol lokal Aceh yang bertahan ikut 

Pemilu 2019 hanya Partai Aceh, sedangkan tiga lainnya baru yakni Partai SIRA, 

Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh. 
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Presidential Threshold ambang atau batas syarat parpol bisa mengusung 

capres-cawapres pada Pemilu 2019 juga menjadi sesuatu yang baru. Pada Pemilu 

2014, Presidential Threshold menggunakan hasil Pileg tiga bulan sebelumnya. 

Ketentuannya parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres-cawapres apabila 

memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sedangkan 

pada Pemilu 2019, karena penyelenggaraannya serentak, disepakati Presidential 

Threshold yang digunakan berasal dari hasil Pileg 2014. Besaran Presidential 

Threshold tidak berubah dari Pemilu 2014. Isu Presidential Threshold ini sempat 

menimbulkan pro kontra hingga membuat 4 fraksi di DPR yakni PAN, Gerindra, 

Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera walk out saat rapat paripurna pengesahan 

UU Pemilu. Keempat parpol itu beralasan penerapan Presidential Threshold pada 

Pemilu 2019 tidak tepat, sebab bagaimana mungkin bisa menentukan Presidential 

Threshold 20 persen sedangkan belum ada hasil pemilu legislatif. Di 2019, pemilu 

legislatif dan pemilu presiden digelar di hari yang sama. Sementara PT baru bisa 

diketahui setelah pemilu legislatif.  

Penolakan terhadap Presidential Threshold itu juga membuat beberapa 

pihak menggugat ketentuan yang termaktub di UU Pemilu tersebut ke MK. 

Meskipun pada akhirnya MK menolak gugatan itu dan menyatakan ambang batas 

presiden itu konstitusional. Pada Pemilu 2019, persaingan parpol untuk lolos ke 

DPR akan semakin sengit. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 

yang harus dicapai parpol untuk menempatkan kadernya di DPR naik menjadi 4 

persen pada Pemilu 2019. Angka itu naik 0,5 persen apabila dibandingkan pada 

Pileg 2014 sebesar 3,5 persen. Angka ambang batas parlemen itu selalu naik di 
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setiap pemilu. Pada Pileg 2004 belum ada ketentuan ambang batas parlemen, 

ketentuan itu baru digunakan pada Pileg 2019 sebesar 2,5 persen dan selanjutnya 

3,5 persen pada Pileg 2014. Salah satu tujuan digunakannya ambang batas 

parlemen yakni untuk menciptakan sistem multipartai yang sederhana. Adanya 

ambang batas itu membuat PBB dan PKPI tak lolos pada Pemilu 2014 karena 

perolehan suaranya tak mencapai 3,5 persen. PBB hanya memperoleh 1,46 persen 

sedangkan PKPI hanya 0,91 persen. 

Metode penghitungan jumlah kursi pada Pemilu 2019 juga berbeda 

dengan Pemilu 2014. Jika Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi 

Pemilih) atau Quote Harre dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini 

menggunakan teknik Sainte Lague untuk menghitung suara. Metode tersebut 

diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte 

Lague pada tahun 1910. Caranya, parpol yang memenuhi ambang batas parlemen 

empat persen suaranya akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti 

secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya. Hal itu diatur dalam 

Pasal 415 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi "Dalam hal penghitungan perolehan 

kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan 

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan 

pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan 

seterusnya. 

Daerah pemilihan (dapil) yang menjadi area bagi para caleg untuk 

berebut kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019 

juga berubah. Jumlah dapil pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan jumlah 
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dapil pada Pemilu 2014. Dalam Pemilu 2019, KPU menetapkan 80 dapil di 

seluruh Indonesia untuk anggota DPR. Jumlah itu meningkat dari Pemilu 2014 

lalu yang hanya 77 dapil di seluruh Indonesia. Penambahan dapil itu terjadi di tiga 

wilayah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. 

Adanya penambahan dapil itu otomatis juga menambah jumlah kursi DPR yang 

akan diperebutkan oleh para caleg. Pada Pemilu 2019 mendatang, ada 575 kursi 

yang diperebutkan. Sementara pada Pemilu 2014, kursi di DPR yang diperebutkan 

yakni 560. Perubahan dapil dan kursi itu tidak hanya di tingkat DPR. Jumlah dapil 

untuk perebutan kursi DPRD Provinsi juga berubah. Pada Pemilu 2019, jumlah 

dapil yang ditetapkan KPU yakni 272 dapil, naik dari Pemilu 2014 yang hanya 

259 dapil. 

Peningkatan jumlah dapil DPRD Provinsi itu juga membuat jumlah kursi 

yang akan diperebutkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia bertambah menjadi 

2.207 kursi. Pada Pemilu 2014, total kursi DPRD yang diperebutkan sebanyak 

2.112. Sementara itu untuk jumlah dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota di 

seluruh Indonesia, KPU menetapkan sebanyak 2.206 dapil pada Pemilu 2019. 

Jumlah itu meningkat dibandingkan Pemilu 2014 lalu yang hanya 2.102 dapil. 

Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang diperebutkan juga 

meningkat, dari 16.895 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 17.610 kursi pada Pemilu 

2019.  

Pemilihan umum legislatif 2019 yang dilaksanakan di Kota Palembang 

tengah diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya 

persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih. Segala strategi, 
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taktik, dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk memenangkan pemilu 

ini. Semua partai politik menerapkan strategi komunikasi politik yang berbeda-

beda. Strategi komunikasi politik merupakan bagaimana proses komunikasi yang 

terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, 

atau secara langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon pimpinan daerah, 

yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah 

masyarakat sebagai konstituennya (Abdullah, 2008-99). Dari proses pemilu 2019 

secara umum Pemilu Legislatif di Kota Palembang yang diikuti 16 Partai Politik 

berlangsung kondusif. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai yang ada dalam 

jajaran partai politik didalam pemilihan umum di Kota Palembang tahun 2019. 

Sebagai salah satu partai politik islam yang mempunyai nama besar Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) juga mempunyai peranan dalam mengkomunikasikan 

politik kepada simpatisan dan masyarakat, bergerak dalam lapangan politik untuk 

ikut mengatur ketatanegaraan. Maka strategi komunikasi politik yang digunakan 

harus tepat sasaran sehingga perolehan suara yang didapat akan sesuai dengan 

yang diinginkan partai dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019. Dengan 

menggunakan berbagai cara partai dan caleg Partai Keadilan Sejahtera 

menyampaikan program-program kerja kepada sasarannya yaitu masyarakat, 

dengan berkampanye salah satu strategi partai untuk menarik masa dan 

simpatisan, melalui media masa serta turun langsung merupakan strategi 

komunikasi yang sering dilakukan baik partai maupun caleg yang berpartisipasi 
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dalam pemilihan legislatif tersebut. Dengan strategi tersebut diharapkan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) dapat meraih suara sebanyak-banyaknya. 

Ada tiga alasan utama mengapa penulis ingin melakukan penelitian ini 

dan juga terkait atas pemilihan judul. Ketiga alasan tersebut sebagai berikut : 

1 Kehadiran PKS-bagi sebagian orang- telah memberi secercah harapan bagi 

rakyat Indonesia bahwa ada partai yang bermoral (bersih), anti korupsi, 

dan peduli pada rakyat. PKS juga dinilai mampu menumbuhkan kembali 

kepercayaan orang pada partai Islam. Indikatornya adalah meningkatnya 

jumlah konstituten mereka di beberapa Pemilu. 

2 Pada pemilu pascareformasi, PKS menunjukkan grafik raihan suara yang 

cenderung naik. Pada Pemilu 1999, saat masih bernama Partai Keadilan 

(PK), parpol ini meraih 1,36 persen suara nasional dan 7 kursi di DPR. 

Setelah berganti nama menjadi PKS dan ikut Pemilu 2004, partai kader ini 

mendapat 7,34 persen suara dan mendapat 45 kursi di DPR. Pemilu 2009, 

PKS meraih 7,88 persen suara dan 57 kursi DPR. Sementara pada Pileg 

2014, PKS mengalami penurunan suara dengan raihan 6,79 persen dan 40 

kursi di DPR. Pada Pileg 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), PKS berada di posisi keenam dengan 

11.493.663 suara (8,21 persen). (kompas.com) 

3 PKS Kota Palembang pada Pileg 2019 ditingkat DPRD kota Palembang, 

raihan kursi yang didapat dipastikan melejit dibanding Pileg 2014 lalu. 

Pada pemilu 2014, PKS hanya berhasil membawa 3 kadernya duduk di 

DPRD Palembang, Namun pada pemilu 2019 ini, PKS memastikan ada 5 
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kadernya yang akan duduk di kursi legislatif kota Palembang. 

(tribunsumsel.com). Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota 

Palembang pada Pemilu 2019 sebesar 64.570 atau 7,47 %. (KPU 

Palembang). 

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang pada 

Pemilu 2019. 

 

Perolehan suara partai ini menjadi alasan mengapa penelitian ini memilih 

PKS sebagai studi kasus penelitian tentang strategi komunikasi politik partai 

politik dalam pemilu legislatif 2019. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa, Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) bisa mempertahan eksistensinyadi setiap Pemilu, 

bahkan pada Pemilu 2019 ini mengalami peningkatan. Kenyataan ini juga 

menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban, kiranya strategi apa yang di 

pakai oleh PKS dalam pemilu legislatif 2019. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penulis 

mengangkat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Palembang pada Pemilu serentak 2019 ? 

2. Apa dampak dari penerapan strategi komunikasi politik Partai Keadilan 

Sejahtera Kota Palembang terhadap perolehan suara partai pada pemilu 

legislatif 2019 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Palembang pada Pemilu serentak 2019 

2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan strategi komunikasi politik Partai 

Keadilan Sejahtera Kota Palembang terhadap perolehan suara partai pada 

pemilu legislatif 2019. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

dan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi politik yang 

berkaitan dengan strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam 

menghadapi pemilihan umum. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan bahan 

masukan bagi para pengurus dan kader partai politik secara umum dan 

khususnya Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang serta masyarakat luas 

dalam menentukan kebijakan dan strategi komunikasi pada pemilu-pemilu 

selanjutnya. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti, peneliti dapat mendiskripsikan strategi komunikasi 

politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang serta sebagai sarana bagi 

peneliti untuk memperluas wawasan mengenai Ilmu Komunikasi khususnya di 

bidang komunikasi politik. 
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